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BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

. bahwa besaran tunjangan keuangan dan administratif

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2022;

. bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran tunjangan

perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Peraturan Bupati dimaksud perlu dilakukan perubahan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan;

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6187);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067j;

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
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10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan Keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasall

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 33
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 33)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati :

a. Nomor 40 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 40);

b. Nomor 7 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

diubah sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Dalam Hal Pemerintah Kabupaten belum dapat
menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan
bagi pimpinan dan anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tunjangan Perumahan
1. Ketua DPRD, sebesar Rp 19.000.000/Bulan
2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 18.450.000/Bulan
3. Anggota DPRD, sebesar Rp 14.350.000/Bulan
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b. Tunjangan Transportasi
1. Ketua DPRD, sebesar Rp 13.500.000/Bulan
2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 13.500.000/Bulan
3. Anggota DPRD, sebesar Rp 13.500.000/Bulan
(2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal &6 April 2023
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
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/ POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
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H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 20
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